KEPALA DESA BOWONGSO
KABUPATEN WONOSOBO
PROVINGI JAWA TENGAH

SURAT EEFUTUSAN KEPALA DESA BOWONGSO
NOMOR : 0T TAHUN 2019

TENTANG

FEMEENTUKAN EADER PEMBANGUNAN MANUSIA I
DI DESA BOWONGS0 KECAMATAN KALIHAJAR
HABUPATEN WONOE0BO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

EEFPALA DESA BOWONGS0,

Menimbang - bahwa  berdasarkan Keputusan  Direktur Jenderal
Pembanminan dan Pemberdaysan Masyarakat Desa
Hementerian Desa, Pembangunan Dasrah Tertinggal, dan
Transmigrast Hepublik Indenesia nomor 2 tahun 2019
tentang Petunjuk Tekmis Pengelolaan Bantuan Pemerintah
Program Inovasi Desa tahun anggaran 2019;

b. bahwa untuk ketertiban, kelancaran, serta membenlan
landasan hukum yvang memadai bag Kader Pembangunan
Manusia di Desa dalam melakeanakan tugasnya; i

-3 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimabsnd |
dalam huruf a dan buruf b perlu menstapkan Keputusan [
Kepala Desa teptang Pembenfukan Kader Pembangunan
Manusia di Desa Bowongsoe, HKecamatan kalikajar,
Kabupaten Wonosobo Tahun 2019;

Mengingai o Undang-Undang Nomor 36  Tahun 2009  tentang
Kesehalan;
2, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Deaa [

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negnra REepublik Indonesia Nomor
B495);

a. Pernturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 ten tang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanann Undang-Undang
Nomor & Tahun 2014 tentang Desa;
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4, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minkmal;

&3 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Geralean Naslonnal Percepatan Perballoan Cixi;

B. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang
Kebijjakan Strategis Pangan dan iz

[ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011

tentang Pedoman Pengintegrasion Layanan Sosial Dasar
di Pos Pelayanan Terpadu;

B, Peraturan Menteri Eesehatan Momor 65 Tohun 2013
tentang Pedoman Pelaksanann dan Pembinaan
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Keachatan;

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Tranamigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pendampingan Desa;

10, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Tranamigraai Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pedoman
Hewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan LokalBerskala Desa;

i1, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
MNasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Masional Momor 1 Tahum 2018 tentang Rencana Alksi
Pangan dan Gizi;

12, Keputusan Bersama Menterd Dalam Negeri Nomor 140-
BE9E Tahun 2017, Menteri Kevangan Nomor 954 (KME. 07
J2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingmal,
dan Transmigrasi Momor 116 Tahun 2017 dan Menten
FPerencanasn  Pembanpunan NasionalfKepala Badan
Perencamnaan Pembangunan Nasional Nomaor
D1/SKB/M.PPN/ 12/20117 tentang Penyelarasan dan
Penpuatan Eebijakan Percepatan Pelaksanasn Undang -
Undang Momor & Tahun 2014 tentang Desa;

13. Surat Heputusan Deputi bidang Sumber Daya Manusia
Kementerian Perencanann Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasiomal Nomor
3Y/D06/2014  wenlanyg  Kelompok Kege Gerakan
Masional Percepatan Porbalkan Gizidan

Memperhatikan : Hasil Forum Musyawarah Desa Sosialisasi Program Inovasi Desa pada
tanggal 29 Mei 2019 vang telah memilih dan membentule Kader

Pembangunan Manusia di Desa Bowonpgeo, Kecamatan Kalikajar,

Kabupaten Wonosobo,

MEMUTUSHAN:
Menetaplan
KESATU

Membentule HKader Pembanpunen Manusia di Desa Bowongso,
Hecamatan Haliksjar Kabupaten Wonosobo scbapgnimana tersebut
dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah worga masyverakat Dess
vang dipilin melalui musyawarah Desa untuk bekerja membantuy
pemnerintah  Deaa dalam  memfasilitaal masyaralnt Desa  dalam
merencanakan, melaksanakan dan  mengawasi  pembangunan
rumberdaya manusia di Deaa, [
Kader Pemboangunan Manusia sebagaimann dimaksud Diktum Kesato
berjumlah sebanyuk | (satu) orang per-Desn.

KETIGA
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AEEMPAT ¢ Kriterin Kader Pembangunan Manusia schagaimana yang dimalksud
Diktum Kesatu adalah schagai berilcut:

a. Bernsal dari warga masyarakat Deaa setempat;

b. Berpengalaman sebagai kader masyarakat diutamakan
bidang pembangunan manusia seperti; Kader Posyandu,
Guru PAUD, dan kader kesshatan lainnya;

€. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, khususnya
dapat berbahasa daerah setempat;

d. Pendidikan minimal SLTP.

Tugas dan tanggung  jawab  Kader Pembangunan Manuaia
sebagaimana yang dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

8. Mensoslolisasikan  kebijakan konvergensi pencegahan
stunting di Desa kepada masyarakat di Desa, termasulk
memperkenalkan tikar pertumbuhan untuk
panjang/tinggi badan baduta schagai alat deteksi dini
stunting,

b. Mendata sasarun rumah tangga 1.000 Har Pertama
Kehidupan;

c. Memantau layanan pencegahan  stunting  terhadap
sasaran rumah tangga 1,000 Hari Pertama Eehidupan
untukk memastikan setiap sasaran peicegahan stunting
mendapatkan layanan yang berkualitas;

d. Memfasilitasi dan mengadvokasi peningkatan  belanja
AFBDes utamanya yang bersumber dar Dana Desa,
untuk digunakan membiayal kegiatan pencegahan
stunting berupa layanan intervensi gizi spesifik dan
sensitf;

e. Memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak usia
0-23 bulan untuk mengikuti kegiatan konscling gix serta
keschatan ibu dan anak:

[. Memfasilitasi masyaralat Desa untuk berpartisipasi alktf
dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
program fkegiatan pembangunan Desa untuk pemenuhan
layanan gizi speaifik dan sensitif:

E. Melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama dengan
para pihak yang berperan serta dalam pelayanan
pencegahan  stunting, seperti bidan Desa, petugas
puskesmas {ahli gizi, sanitarian), guru PAUD dan/ atau
perangkat Desa.

HKEENAM ¢ Mekanisme pemilihan Kader Pembangunan Manusia schagaimana
dimaitsud Diktum Kedua adalah eebagai berileut:
a. Pendataan lader masvarakat Desa yang diutemakan
kader di bidang pembangunan manusia seperti: Kader
Posyandu, Guru PAUD, kader kesehatan dan pegiat
pemberdayaan Desa lainnya;
b. KPMdipilih melalui rapat kerja di Desa vang dipimpin aleh
Kepala Desa dan dihadi oleh perwakilan Dusun/RT/BEW,
perwakilan unit layanan keschatan, perwakilan wunit
layanan  pendidikan, dan  perwakilan kelarmpok
masyarakat yang bergernk di bidang kesehatan dan/ atau
pendidikan;
c. Rapat kerja dimaksud dilakukan secara demokratis dan
hagllnya dipublikasikan secara luss kepada masyarakat.
KETLLIUH ¢ Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia

sebogaimana dimaksud Dikium Kedua bertanggung jawab kepada
Kepala Desa Bowongss

KELIMA
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AEDELAPAN i Segala blaya yang timbul akibat  ditetapkannya  Keputusan ini
dibebankan padn Dana Bantuan Pemerintah Program [novasi Desa
Alokasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Anggaran Pendapatan
dan Belanjn Negara Republik Indonesia, Anggaran dan Pendapatan
Delanja Desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten,
Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, maupun sumber [
pendanaan lainnya yang sah. |

KESEMBILAN  : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di |
kemudian  hari  terdapat kekeliruan  akan  dilakukan perbaikan |

schagaimana mestinym, |
_.'-"L_' |.|"g. .'_': |
Ditetapkan di . Bowongso
Pada tanggal ,'ja"’ 21 |
II. | f 1
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Tembusan disampaikan kepada Yih:
1] Coamat Kalilkajr;
2] TAD Kecamatan kalikajar,
3) Petikan disampaikan kepada Kader Pembangunan Manusia yang bersangkutan.
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LAMPIRAN |

KEPUTUSAN KEPALA DESA BOWONGSO
NOMOR : OF TAHUN 2019
TANGOAL v 21 Juni 2019

KADER PEMBANGUNAN MANUSLA
DESA BOWONGSO

KECAMATAN KALIEAJAR, HKABUPATEN WONOSOBO

NAMA NUROKHMAH
JABATAN KADER POSYANDU
ALAMAT BAKALAN RT 01/07
USIA 25 TH
PENDIDIKAN SMP [MTs)
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